PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT
NOMOR 04 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN LAHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAHAT,

Menimbang . bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Lahat;

Mengingat . 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat 11 dan Kotapraja dalam
Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atasUndang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomorl8
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATENLAHAT
dan
BUPATI LAHAT



Menetapkan

MEMUTUSKAN:

. PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN

SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LAHAT.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah BupatiLahat;

2. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah
Kabupaten Lahat;

3. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Lahat;

Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Lahat;

Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Lahat;

Badan adalah Badan Daerah Kabupaten Lahat;

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat
UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas/Badan
yang melaksanakan kegiatan teknis operasional
dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;

9. Kecamatan adalah Kecamatan dalam Kabupaten

S R

Lahat;
10. Kelurahan adalah Kelurahan dalam Kabupaten
Lahat.
BAB II
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah
dengan susunan sebagai berikut:
a. Sekretariat Daerah, merupakan Sekretariat Daerah

Tipe A;

b. Sekretariat DPRD, merupakan Sekretariat DPRD Tipe

B;

c. Inspektorat, merupakan Inspektorat Tipe A;
d. Dinas, terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A,
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
pendidikan dan bidang Kebudayaan;

2. Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang kesehatan;

3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe
B, menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;

4. Dinas Perumahan Rakvat. Kawasan Permukiman



10.

11,

12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.

20.

urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat
dan kawasan permukiman serta bidang
pertanahan;

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran Tipe A, menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban
umum serta perlindungan masyarakat sub
urusan ketentraman dan ketertiban umum dan
sub urusan kebakaran,;

Dinas Sosial Tipe A, menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang sosial;

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe B,
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
tenaga kerja dan bidang transmigrasi;

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Tipe A, menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang pemberdayaan
perempun dan perlindungan anak;

Dinas Ketahanan Pangan Tipe B,
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
pangan;

Dinas Lingkungan Hidup Tipe B,
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
lingkungan hidup;

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A,
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
administrasi kependudukan dan catatan sipil;
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe
A, menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Tipe A, menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan
keluarga berencana;

Dinas Perhubungan Tipe A, menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang perhubungan;

Dinas Komunikasi dan Informatika, Tipe A
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
komunikasi dan informatika, bidang persandian,
dan bidang statistik;

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe
A, menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Tipe A, menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang penanaman modal;

Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe A,
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
kepemudaan dan olahraga;

Dinas Perpustakaan Tipe A, menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan
bidang kearsipan.

Dinas Perikanan Tipe B, menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang perikanan:






